BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai
Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten



Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni
dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637j;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan
Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1463);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 258);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17
Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran
Lembaga Pelatihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 712);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
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17.

18.

19.

20.

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016
Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
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(1)

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat
UPTD BLK adalah Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan fungsi
pembinaan, pelatihan kerja peningkatan kompotensi dan produktifitas tenaga
kerja di Kabupaten Teluk Wondama.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Teluk Wondama.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau ketrampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK pada Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja.

UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi A.

UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD
yang berkedudukan di bawah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD BLK, terdiri dari:
a. Kepala UPTD BLK

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional
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(2)

(2)

(1)

Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD BLK

Pasal 4

UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang bersifat

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam

melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan unit kompetensi kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD BLK

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program pelatihan, sertifikasi dan penempatan
lulusan pelatihan;

b. pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat serta
pelatihan Mobile Training Unit (MTU) atau Unit Mobil Keliling;

c. pelaksanaan uji keterampilan dan uji kompetensi;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD BLK; dan

e. pelaksanaan pengadministrasian pelatihan kerja.

Paragraf 2
Kepala UPTD BLK

Pasal 5

Kepala UPTD BLK mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan
mengendalikan dalam penyelenggarakan pelayanan pada UPTD BLK.

Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja UPTD BLK;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD BLK;

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD BLK;

d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD BLK;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPTD BLK; dan

f. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan

fungsinya.
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(1)

(2)

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan UPTD

BLK.

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

menyusun rencana Sub Bagian;

melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang;

melakanakan penatausahaan kepegawaian,;

melaksanakan penatausahaan administrasi umum

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub

Bagian; dan

g. melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas dan
fungsinya.

mo oo o

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan Sebagian tugas dan fungsi UPTD BLK yang
membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta berdasarkan
kebutuhan dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh kordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD PLK.

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok sesuai
kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
Jumlah tenaga kelompok jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis, dan beban kerja yang ada.

Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan
tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD BLK wajib:

a.

Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama
baik di lingkungan internal maupun eksternal,;
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b. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

c. Melaksanakan sistem pengendalian internal;

Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan; dan

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

a

BAB YV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

(1) Kepala UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada UPTD BLK dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 10
(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan
Pengawas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan UPTD BLK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,
CAP/TTD
HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,
CAP/TTD

ASER WAROY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 39.

Sal1nan sesumdg’ngan aslinya
LA BAGRAW-HUKUM,

NIP. 19760410 200312 1 007

485



Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 39 Tahun 2023
Tanggal : 4 Desember 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA

KLASIFIKASI A

[ KEPALA UPTD J

KELOMPOK JABATAN
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[ PELAKSANA J
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